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LAPORAN KEGIATAN 

Tujuan 

Paparan aspek pengelolaan lingkungan yang diharapkan dapat menambah 
wawasan dan pengetahuan para CPI dan praktisi pertambangan lainnya mengenai 
aspek lingkungan apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan laporan publik, 
sehingga laporan publik yang dibuat dapat memenuhi azas materialitas, transparansi 
dan kompetensi. 

Deksripsi Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis 3 Desember 2020 jam 15.00 – 17.00 WIB 
melalui aplikasi Zoom Meeting. Secara keseluruhan, kegiatan berjalan dengan 
lancar. 

Kegiatan diikuti oleh lk. 70 peserta yang berasal dari berbagai perusahaan 
pertambangan di Indonesia, termasuk mahasiswa.

Selain paparan dari narasumber, juga dilakukan sesi tanya-jawab. 
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Candra Nugraha
08115818009 

candra.nugraha@gmail.com

Continuing Professional Development CPI PERHAPI 

Kamis, 3 Desember 2020

Candra Nugraha
08115818009 
candra.nugraha@gmail.com

• S1 Teknik Lingkungan ITB, lulus 1999
• Apr 2000 – Apr 2001: Graduate Development Program PT Kaltim Prima Coal
• April 2001 – Nov 2003: Rehab QA/QC Coordinator
• Nov 2003 – Oct 2006: Reclamation Superintendent
• Oct 2006 – Sept 2009: S3 Kyushu University Jepang
• Oct 2009 – Apr 2010: Env. Projects Superintendent
• Apr 2010 – Feb 2011: Act. Env. Manager
• Feb 2011 – Dec 2012: Env. Manager
• Jan 2013 – Jan 2019: Env. Manager PT Agincourt Resources
• Mar 2019 – Dec 2019: Tim Ahli ESDM Prov. Jawa Barat
• Mar 2019 – sekarang: Pengajar Teknik Lingkungan Itenas Bandung, konsultan, praktisi, 

ngulik kopi, lari-lari, nulis buku, dll.

Point penting yang ingin disampaikan

• Dokumen dan perizinan lingkungan yang diperlukan dalam kegiatan
eksplorasi dan operasi penambangan

• Persyaratan lingkungan yang harus dilaksanakan agar operasi
penambangan dapat berjalan

• Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam kegiatan eksplorasi
dan operasi penambangan

• Sharing studi (contoh) kasus tentang lingkungan pada kegiatan
pertambangan

Definisi

Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk
memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, 
dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, 
serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

• Belum ada kegiatan produksi = belum ada keuntungan dari penjualan
• Lingkungan sosial dan lingkungan hidup tidak bisa terpisahkan

Lampiran V KepMen ESDM No. 1827 K/30/Mem/2018
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Meskipun belum menghasilkan
‘keuntungan ekonomi’, definisi
tersebut telah mencakup 3 pilar
pembangunan berkelanjutan

https://www.visualcapitalist.com/visualizing-the-life-cycle-of-a-mineral-discovery/

Sumber: Tentang Kelian – Potret sebuah pertambangan bertanggung jawab; Workshop Pascatambang– Padang, 2018 https://www.fr.kearney.com/article/?/a/mining-takes-on-the-sustainability-challenge
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https://www.whitecase.com/sites/default/files/2020-01/2020-mining-metals-market-sentiment-survey-results.PDF
https://www.ey.com/en_id/mining-metals/10-business-risks-facing-mining-and-metals
https://www.ey.com/en_gl/mining-metals/top-10-business-risks-and-opportunities-for-mining-and-metals-in-2021

lahan, penggunaan energi, dll.

Top 10 business risks facing mining and metals

KLHS

Tata ruang

AMDAL

Perizinan

UKL-UPL

Kriteria baku

kerusakan LH

Baku mutu LH

Instrumen 

ekonomi LH

Audit LH

Analisis risiko LH

Anggaran 

berbasis LH

PUU berbasis LH

Instrumen lain 

sesuai kebutuhan

Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan 
Lingkungan Hidup berdasarkan UU 32/2009 Ps. 14

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

Amdal bukan sebagai alat serbaguna yang dapat menyelesaikan segala persoalan lingkungan 
hidup. Efektivitas Amdal sangat ditentukan oleh pengembangan berbagai instrumen 
lingkungan hidup lainnya 

Lingkungan

√
√
√

√
√
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Batas AMDAL

Batas dokumen UKL-UPL

USAHA DAN/ATAU 
KEGIATAN

WAJIB AMDAL

USAHA DAN/ATAU 
KEGIATAN

WAJIB UKL/UPL

SPPL

Skema Pembagian AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL

Kegiatan berdampak 

penting terhadap LH

Kegiatan tidak 

berdampak penting 
terhadap LH

Kegiatan tidak wajib UKL/UPL & tidak 

berdampak penting serta Kegiatan 
usaha mikro dan kecil 

Pasal 22-33 UU 32/2009
Peraturan MENLH No  05/2012

Peraturan Gub. atau 
Bupati/Walikota

Pasal 34 UU 32/2009

Pasal 35 UU 32/2009

PermenLH No. 5/2012
Lampiran I  Daftar Jenis
Rencana Usaha Dan/Atau
Kegiatan Yang Wajib
Memiliki Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup

II. Jenis Rencana Usaha 
dan/atau Kegiatan Yang 
Wajib Memiliki Analisis
Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup

K. Bidang Energi dan 
Sumber Daya Mineral

Wajib AMDAL hanya
kegiatan Eksploitasi

IZIN 

LINGKUNGAN

Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Izin Lingkungan

Usaha 

dan/atau 

Kegiatan 

Wajib AMDAL

Usaha 

dan/atau 

Kegiatan 

Wajib UKL/UPL

Wajib Memiliki

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki
Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan

Pasal  2 PP 27/2012 Izin Lingkungan

• Minerba
• Migas
• Panas bumi
• dll

• Kayu
• HHBK 
• Jas-Ling
• dll

Potensi Sumberdaya Hutan

Nikel, Emas, Bijih Besi, Batubara, Timah dll

Indonesia mengalokasikan 120,6 juta hektar atau sekitar 63% dari luas daratannya
sebagai Kawasan Hutan. Sedangkan kawasan daratan sisanya berupa areal bukan
kawasan hutan yang dikenal sebagai Areal Penggunaan Lain (APL).

Kawasan Hutan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) fungsi, yaitu:
• Hutan Produksi (HP) meliputi areal seluas 68,8 juta hektar atau 57% dari Kawasan

Hutan;
• Hutan Konservasi (HK) meliputi areal seluas 22,1 juta hektar atau 18% dari Kawasan

Hutan (dengan tambahan 5,3 juta hektar dari kawasan konservasi perairan); dan
• Hutan Lindung yang memiliki fungsi perlindungan daerah aliran sungai (DAS) dan

meliputi areal seluas 29,7 juta hektar atau 25%.

Status Hutan

Laporan Status Hutan – KLHK, 2018
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Fungsi hutan

• Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok
memproduksi hasil hutan.

• Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai
perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah
banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara
kesuburan tanah.

• Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang 
mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa
serta ekosistemnya. 

1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya 
dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.

2) Penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian 

izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu 
tertentu serta kelestarian lingkungan.

4) Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan 
terbuka. 

5) Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan 
cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat.

Penggunaan Kawasan Hutan
(untuk pembangunan sektor lain) 

UU. No.41 Tahun 1999, Pasal 38

Dilarang…..

(3) Setiap orang dilarang: 
c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai
dengan : 
1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 
2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 
3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 
4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 
5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 
6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi

pantai. 

g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan
tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri; 

UU. No. 41 Tahun 1999, Pasal 50

Pasal 4 
(1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan

untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan. 
(2) Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

b. pertambangan meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi termasuk sarana, prasarana, dan 
smelter; 

Pasal 5 
(1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan IPPKH. 
(2) IPPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: 

• membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan 
• melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan

c. izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi lahan atau tanpa kompensasi membayar PNBP 
penggunaan kawasan hutan dan tanpa melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran
sungai, dengan ketentuan hanya untuk: 

d) kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan eksplorasi lanjutan; 

PermenLHK No. P.7/2019 Tentang Perubahan Atas PermenLHK No. P.27/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
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→ License to operate √

Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan 
Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 

tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik. 

Pokok-Pokok Pengaturan Pengelolaan LH Pertambangan
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https://www.fr.kearney.com/article/?/a/mining-takes-on-the-sustainability-challenge

a. Pembukaan Lahan Kegiatan Eksplorasi

1. Rencana pembukaan lahan untuk kegiatan eksplorasi
dicantumkan dalam rencana kerja tahunan.

2. Pemegang IUP dan IUPK menyiapkan sarana pengelolaan
lingkungan dalam rangka pengendalian erosi dan sedimentasi
sebelum melakukan pembukaan lahan.

3. Pembukaan lahan dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja 
tahunan yang disetujui.

Lampiran V Kepmen ESDM No 1827/2018
Nov 2009:12.00am
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b. Pembuatan Jalan Akses Eksplorasi

1. Jalan untuk akses pada kegiatan eksplorasi diupayakan
menggunakan jalan yang sudah ada.

2. Pembuatan jalan akses untuk kegiatan eksplorasi hanya dapat
dilakukan apabila di lokasi eksplorasi tersebut belum terdapat 
jalan akses.

3. Pembukaan lahan untuk pembuatan jalan diupayakan 
seoptimal mungkin.

Lampiran V Kepmen ESDM No 1827/2018 Anstee, Bennun, & Dutson (2016) 

Efisiensi Pembukaan Lahan: 
Mitigasi dampak pada keanekaragaman hayati

a) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi
wajib melaksanakan Reklamasi  tahap Eksplorasi 
yang telah disetujui pada  lahan terganggu akibat 
kegiatan  Eksplorasi.

b) Lahan terganggu meliputi lahan bekas kegiatan
Eksplorasi yang tidak digunakan lagi

c) Lahan bekas kegiatan Eksplorasi terdiri atas:
(1) lahan bekas Eksplorasi; dan
(2) Lahan bekas fasilitas penunjang Eksplorasi

Pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi  
dilakukan dalam jangka waktu paling  
lambat 30 (tiga puluh) hari kalender  
setelah tidak ada kegiatan Eksplorasi  

pada lahan terganggu.

Kewajiban reklamasi Pedoman Penilaian Reklamasi Tahap Eksplorasi
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Progressive rehabilitation

https://amebc.ca/wp-content/uploads/2017/04/mineral-exploration-life-cycle.pdf

c. Pembuatan Sumur Uji dan Parit Uji

1. Pemegang IUP dan IUPK menyiapkan fasilitas pengelolaan
lingkungan dalam rangka pengendalian erosi dan sedimentasi
sebelum melakukan pembuatan sumur uji dan parit uji.

2. Tanah dan/atau batuan penutup yang terambil pada kegiatan
pembuatan sumur uji dan parit uji ditempatkan pada lokasi 
yang aman dalam rangka menghindari erosi.

Lampiran V Kepmen ESDM No 1827/2018

d. Pengeboran

1. Pemegang IUP dan IUPK menyiapkan fasilitas pengelolaan lingkungan sebelum melakukan
kegiatan pengeboran eksplorasi.

2. Fasilitas pengelolaan lingkungan ditujukan untuk pengendalian erosi dan sedimentasi, 
perlindungan terhadap kualitas air permukaan, serta perlindungan terhadap kontaminasi
bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun ke media 
lingkungan hidup. 

Fasilitas pengelolaan lingkungan tersebut meliputi:

a) saluran drainase;

b) kolam pengendap; dan

c) wadah penampung limbah bahan berbahaya dan beracun dan bukan bahan berbahaya dan 
beracun.

Lampiran V Kepmen ESDM No 1827/2018
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e. Kajian Geokimia

1. Dalam hal terdapat potensi air asam tambang dan pelindian
logam, pemegang IUP dan IUPK melakukan kajian geokimia.

2. Kajian geokimia tersebut sedikitnya meliputi:
a. identifikasi potensi pembentukan air asam tambang

b. pencegahan pembentukan air asam tambang; dan

c. penanggulangan air asam tambang

Lampiran V Kepmen ESDM No 1827/2018

Hubungan antara biaya dan waktu mulai kegiatan pengelolaan AAT 

Kajian Geokimia: Pengelolaan Air Asam Tambang

Sumber: GARDGuide Ch. 6

Sumber, jalur aliran, dan lingkungan penerima AAT

Sumber: GARDGuide Ch. 2

Harus teridentifikasi dari kegiatan Eksplorasi
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Sumber: Lucas Donny , 2015



5/2/2021

12

SNI 4726:2019 - Pedoman pelaporan hasil eksplorasi, sumber daya, dan cadangan mineral 

5.4.17 Orang yang berkompeten yang membuat dan menandatangani laporan cadangan mineral 
harus melakukan kunjungan ke lokasi proyek. Ringkasan hasil kunjungan tersebut harus
dicantumkan dalam laporan dan setidaknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
• Kondisi morfologi daerah yang dikaji;
• Obyek penting yang ada di permukaan dari daerah yang dikaji, antara lain perkampungan, 

sungai, hutan, perkebunan, obyek vital negara dan lain-lain yang bisa berdampak secara
material terhadap cadangan yang dievaluasi;

• Kondisi operasi penambangan (apabila tambang tersebut telah berproduksi);
• Sarana dan prasarana dan fasilitas yang telah dimiliki oleh tambang tersebut (apabila sudah

ada); dan
• Status lahan dan hutan.

Untuk mendukung informasi mengenai hasil kunjungan lapangan, orang yang berkompeten harus
mencantumkan foto yang diambil

Sangat jelas bahwa aspek lingkungan, sosial, peraturan
perundang-undangan merupakan ‘faktor pengubah’ status 
klasifikasi cadangan

Catatan

Daerah eksplorasi umumnya adalah daerah yang jarang terdapat
gangguan dan/atau memiliki sensitifitas terhadap isu lingkungan yang 
tinggi, misalnya sebagai habitat dari spesies satwa khas daerah
tersebut. 

Kegiatan eksplorasi juga sering dianggap sebagai pemicu terbukanya
daerah tersebut untuk kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain, 
misalnya pembalakan kayu, perburuan satwa, dsb. 

Oleh karena itu, sangat penting untuk benar-benar melakukan kajian
lingkungan dan perencanaan kegiatan lapangan yang matang untuk
menghindari potensi dampak yang akan terjadi.



5/2/2021

13


	file2_BsZSf1MSwYssY31633351615916
	file_wX4Q1b14ojY64t1633351615916



